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PUTUSAN
Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Pkp

S N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN BANGKA BARAT, 30 Mei
1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN BANGKA BARAT, 08 April
1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA
PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02
Nopember 2020, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor
482/Pdt.G/2020/PA.Pkp, tanggal 10 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang
menikah di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

pada tanggal 18 September 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan
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Agama KABUPATEN BANGKA BARAT, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/23/IX/2011, tertanggal
19 September 2011 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGKA BARAT,
kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat
tinggal beberapa kali, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG sampai
dengan berpisah. Sejak awal bulan Juli 2020, Penggugat keluar dari
rumah kediaman bersama, sehingga saat ini Penggugat bertempat tinggal
di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG, sedangkan
Tergugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA
PANGKALPINANG ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak
4, Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih
hampir 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang
disebabkan :

1) Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat setiap kali

berselisih ;

2) Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan Pria

Idaman Lain ;

3) Tergugat pernah memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain

yang diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar
dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,
namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang
Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan
Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
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6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada akhir bulan Juni 2020,
yang disebabkan Penggugat sedang menghubungi teman perempuan
Penggugat via VideoCall Whatsapp, namun Tergugat menuduh Penggugat
sedang menghubungi Pria Idaman Lain dan mengatakan kalimat-kalimat
yang sangat menyakitkan hati Penggugat, mengenai hal tersebut
terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu pada awal
bulan Juli 2020 Penggugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama
sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin

lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon

kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta

memutuskan sebagai berikut :
a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim bependapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Yustini Razak, S.HI., M.H., namun berdasarkan laporan
mediator tanggal 24 Nopember 2020, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam awal pemeriksaan surat gugatan Penggugat telah
dibacakan dipersidangan dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan
maksud gugatannya tersebut;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah
menerima dan mengerti dengan maksud gugatan Penggugat tersebut, lalu atas
kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat telah mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
kecuali hal-hal sebagai berikut:

- bahwa poin 4.1. tidak benar, Tergugat tidak pernah berbicara
kasar terhadap Penggugat;
- bahwa poin 4.3 tidak benar, Tergugat tidak pernah memiliki hubungan
dengan wanita lain. Menurut Tergugat penyebab kami sering berselisih dan
bertengkar hanya karena Tergugat curiga jika Penggugat punya hubungan
dengan laki-laki lain;
- bahwa poin 5 tidak benar, perselisihan terakhir terjadi pada awal
bulan Oktober 2020 bukan bulan Juni 2020. Penyebabnya juga tidak benar,
pertengkaran terakhir terjadi pada saat Penggugat muncul kembali setelah 2
(dua) bulan menghilang, saat itu Penggugat mengaku tidak punya Hp
(handphone) namun membuat status yang membuat sakit hati orangtua
Penggugat. Sebagai suami, Tergugat berusaha menasehati Penggugat
supaya jangan melakukan sesuatu yang bisa membuat sakit hati orangtua
Penggugat, namun Penggugat tidak terima dan justru marah-marah kepada
Tergugat, sehingga kami bertengkar dan berpisah rumah sampai sekarang;
- bahwa poin 7 tidak benar, menurut Tergugat kedaan rumah tangga kami
masih bisa dipertahankan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan

repliknya secara lisan antara lain sebagai berikut:

- bahwa Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat lagi;
- bahwa Penggugat tetap dengan posita gugatan Penggugat, termasuk
posita gugatan poin 4 bahwa penyebab pertengkaran kami karena Tergugat
memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sudah pernah
mengakuinya kepada Penggugat. Adapun mengenai pertengkaran terakhir,
memang benar terjadi pada bulan Oktober 2020 bukan bulan Juni 2020,
namun penyebabnya adalah karena Tergugat menyebut Penggugat dengan

sebutan 'lonte' sehingga kami bertengkar;
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Bahwa terhadap tanggapan atau replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan tanggapan atau duplik antara lain menjelaskan bahwa duplik
Tergugat sama seperti jawaban Tergugat. Tergugat tetap dengan jawaban
Tergugat bahwa Tergugat berniat menasihati Penggugat bukan justru mengatai
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
1. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/23/1X/2011, tanggal 19
September 2011 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
KABUPATEN BANGKA BARAT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
Bahwa bukti surat tersebut, tidak bisa dikonfirmasikan dengan
Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;
B. Saksi-saksi
1. SAKSI | PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA
PANGKALPINANG, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya
adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG sampai
berpisah. Pada awal bulan Juli 2020 lalu, Penggugat keluar dari
rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat
di KOTA PANGKALPINANG, sedangkan Tergugat masih tinggal di
rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
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- Bahwa sebelum berpisah Penggugat sering bertengkar dengan
Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat
bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut yaitu Tergugat
sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain,
padahal tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI Il PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG,
selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung
Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGKA
BARAT, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah
tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir antara Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA
PANGKALPINANG sampai dengan berpisah. Sejak 6(enam) bulan
yang lalu, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan
tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA PANGKALPINANG;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat awalnya sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak
6(enam) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

karena setelah bertengkar Penggugat pulang kerumah orangtua
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saksi dan saksi sering melihat Tergugat datang kerumah untuk
membujuk Penggugat dan minta tolong kepada keluarga saksi untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak
mau;

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar
saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak
6(enam) bulan yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah karena
sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan
Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun dipersidangan, dan
mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat:

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa
Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini
menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan
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tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang
dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan
Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah
Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Majelis Hakim berpendapat
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi
dengan mediator Yustini Razak, S.HI., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan
dari Hakim mediator tersebut tertanggal 24 Nopember 2020, mediasi yang
dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan
dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Majelis Hakim mengacu
kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;
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Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah mengajuan jawaban secara lisan di persidangan yang pada
pokoknya Tergugat membenarkan terjadinya perselisihan dengan alasan
sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini. Tergugat mengaku telah
berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 yang lalu, dan Tergugat
menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan repliknya secara lisan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin
bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap
dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313
R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai
jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan
terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam
rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang
mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka
persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat
telah diakui oleh Tergugat, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut belumlah
dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara
mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran
materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan
Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013,
Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukiti-
bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang
menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia
dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra
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Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan
alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat
hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya sebagaimana
diuraikan di dalam gugatan Penggugat di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian
yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan
perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada
harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas
alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang
didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua)
orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama
SAKSI | PENGGUGAT sebagai teman Penggugat dan SAKSI Il PENGGUGAT
sebagai adik kandung Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang
memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak
dilarang sebagai saksi sebagamana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2)
R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan
keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1)
R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami
sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan
saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang
lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu
saksi (Unnus testils nullus testis) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.
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Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1)
dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan
Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagiamana
ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo
pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku
ketentuan khusus (lex specialis derogat legi generalis) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksaan Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi
perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus
mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-
orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat
tersebut, adalah teman dan adik kandung Penggugat menurut Majelis Hakim
adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi
dipersidangan dan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian
dan saling mendukung anatara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal
pembuktian keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak
mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,
pengakuan Tergugat dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-
saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya

sebagai berikut:
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 18 September 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
KABUPATEN BANGKA BARAT, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis sekitar 9(sembilan), namun setelah itu tidak harmonis lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat
memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain padahal tuduhan tersebut tidak
benar dan Tergugat pernah memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain
yang diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih satu bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan
sebagaimana diururaikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah
menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut
dapat ditafsirkan dari berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat dalam waktu satu bulan dan tidak saling urusi lagi sebagai suami
isteri.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat
hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah
tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah
Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah lagi walaupun
keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.
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- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan
Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat selama pemeriksaan perkara
a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu saat sekarang
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam
kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi,
meskipun Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama
Penggugat akan tetapi dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat
untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang
mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari
rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali
seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan
perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta
Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

J2zg led| 1S i) 12lg 1 oS sl oo oS 8l> Ol ais] (og
()_9)54'!.1_-_ ro_g.iiJ wy :Jb._,a Q! do> )9 690 ,oS.u.-
Artinya:  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
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dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari
kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat
kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap
dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah

fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

syariyyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

aills ola)l ade 3Ll lgzg i) azg )l axt ) pac sl 3l
olrall &l2))

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan
talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim
menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39
ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan
Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya,
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian
pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2
huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah

talak satu ba'in sughra;
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Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga),
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 15 Desember
2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh
kami Sri Roslinda, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi,
dan Yustini Razak, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 02
Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag, M.H., sebagai Ketua
Majelis, Drs. Herman Supriyadi, dan Yustini Razak, S.H.l., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan dibantu Supri, S.HI., M.H., sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
TTD TTD
Drs. Herman Supriyadi Sri Roslinda, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,
TTD
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustini Razak, S.H.l, M.H. Panitera Pengganti,

TTD

Supri, S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses :Rp.  75.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 200.000,-
4. PNBP :Rp.  20.000,-
5. Biaya Redaksi ' Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai :Rp. 6.000,-
Jumlah :Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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